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                                                                  Abstrak 
 
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu 
daerah otonom yang memiliki sumber daya manusia yang 
cukup potensial dituntut untuk meningkatkan kemampuan 
individu aparatnya dalam menunjang pelaksanaan otonomi 
daerah. Prosedur pengangkatan tenaga honorer menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Utara sudah 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil sebagaiman telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil. Secara keseluruhan, ada 4 (empat) faktor yang 
menpengaruhi BKPP dalam pelaksanaan rekruitmen CPNS 
pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menunjang 
kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 
yaitu motivasi, tekanan, peran kelembagaan, tekanan/ 
intervensi dan pengawasan.  Namun faktor yang dominan 
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Pegawai negeri sebagai abdi negara dan 
abdi masyarakat berkedudukan dan memegang 
peranan yang penting, karena pegawai negeri 
adalah unsur aparatur negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan 
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan 
nasioal. Tujuan nasional tersebut hanya dapat 
dicapai melalui pembangunan nasional yang 
direncanakan dengan terarah dan realistis serta 
dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-
sungguh, berdaya guna dan berhasil guna. 
Untuk mendukung pelaksanaan 
pembangunan di daerah maka pemerintah di 
daerah perlu menggali potensi yang ada untuk 
dapat dimaksimalkan dalam proses 
pembangunan. Salah satu potensi yang perlu 
ditingkatkan adalah adanya rekruitmen CPNS 
pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 
sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki 
sumber daya manusia yang cukup potensial 
dituntut untuk meningkatkan kemampuan 
individu aparatnya dalam menunjang 
pelaksanaan otonomi daerah.   
Realitas yang terjadi selama proses 
pelaknaan rekruitmen CPNS, dimana sejumlah 
ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dalan 
PP No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 98 Tahun 2000 
Jo. PP No.11 Tahun 2002 seharusnya 
dipedomani/ dijalankan oleh pihak-pihak yang 
terkait langsung dalam proses penerimaan CPNS 
namum dalam kenyataanya kurang optimal.  Hal 
ini terlihat dalam beberapa praktek 
pelaksanaannya dimana terdapat beberapa hal 
yang seharusnya ditranparansikan dan 
dilaksanakan secara akuntabel sebagaimana 
tuntunan peraturan pemerintah diatas namun 
justru cenderung disalah artikan dan tidak 
dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung 
jawab.  Di samping itu, beberapa persyaratan 
seperti usia CPNS honorer dan masa pengabdian 
di politisir oleh pemerintah daerah.  Munculnya 
pencaloan dan intervensi serta tekanan-tekanan 
dari pihak-pihak yang tidak memiliki 
keewenangan untuk itu terhadap pihak perekrut 
(instansi terkait yaitu BKPP) juga nampak tidak 
banyak mengalami perubahan sebagaimana yang 
terjadi dalam pelaksanaan rekruitmen tahun-
tahun sebelumnya, yakni sebelum pemberlakuan 
PP No. 43 Tahun 2007 tersebut. 
Pentingnya Pemerintah Kabupaten Aceh 
Utara/instansi terkait khususnya Badan 
kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 
melaksanakan rekruitmen sesuai dengan 
mekanisme yang diatur dalam beberapa 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
khususnya PP No. 43 Tahun 2007, dengan 
harapan bahwa dari kuantitas PNS yang ada 
dapat mendominasi kualitas sehingga harapan 
masyarakat akan mutu pelayanan dan 
percepatan pembangunan daerah dapat 
terpenuhi. 
 
MANAJEMEN  KEPEGAWAIAN 
Manajemen kepegawaian lazim disebut 
personel management atau tata personalia atau 
pembinaan, sebab walaupun istilah-istilah 
tersebut nampaknya berbeda namun 
pengertiannya sama. M. Manullang (1962:11) 
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mendefinisikan mengenai pengertian manajemen 
kepegawaian dalam bukunya “dasar-dasar 
manajemen” bahwa manajemen kepegawaian 
adalah Manajemen kepegawaian (personel 
management) adalah seni dan iLmu 
perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan 
tenaga kerja uncuk tercapainya tujuan yang telah 
ditentukan terlebih dahulu dengan adanya 
kepuasan hati pada diri para pegawai. 
 
a. Fungsi manajemen Kepegawaian 
Fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan 
sebagai bagian atau sumbangan kepada 
organisasi (wadah yang telah ditentukan) 
secara keseluruhan atau bagian yang tertentu 
dan merupakan aktivitas-aktivitas utama. 
Seperti diketahui bahwa general 
management memiliki fungsi-fungsi yang 
perlu dilaksanakan dalam setiap organisasi, 
demikian juga manajemen kepegawaian. 
Fungsi utama dari pada manajemen 
kepegawaian adalah memperkembangkan 
kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman 
kerja yang menyeluruh agar dapat 
dipergunakan sampai pedoman pelaksanaan 
oleh badan/lembaga organisasi pelaksananya. 
Fungsi manajemen kepegawaian juga 
merupakan suatu tugas-tugas utama yang 
harus dilaksanakan untuk menyelenggarakan 
keseluruhan aktivitas-aktivitas dibidang 
kepegawaian. 
 
b. Tujuan Manajemen Kepegawaian 
Segenap proses kegiatan manajemen 
kepegawaian dalam suatu organisasi tertentu 
mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan 
utamanya ialah untuk mengurus segala 
sesuatu yang berhubungan dengan masalah 
kepegawaian. 
 
Tujuan dari pelaksanaan manajemen 
kepegawaian adalah untuk menjamin 
terlaksananya pembangunan yang ditangani 
oleh pemerintah diantaranya yaitu untuk : 
- Meningkatkan jaminan kepastian hukum 
hak atas pegawai; 
- Meningkatkan pelayanan administrasi 
kepegawaian kepada masyarakat; 
- Meningkatkan kinerja aparatur. 
 
Disamping itu tujuan manajemen 
kepegawaian ada dua, yaitu production 
minded dan people minded atau dengan kata 
lain efesiensi (daya guna) dan collaboration 
(kerja sama). 
 
Tinjauan Umum Tentang Manajemen 
Kepegawai Daerah 
Manajemen kepegawaian yang baik 
harus disertai oleh adanya kontrol pemerintah 
yang baik dari aparat pemerintahnya. Adapun 
dalam manajemen kepegawaian daerah tentu 
harus memiliki kontrol yang baik dan 
berkesinambungan dari pemerintah pusat 
maupun evaluasi yang baik dari pemerintah 
daerah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Gruber dalam Miftah (2008:2) bahwa : 
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“pemerintah yang demokratis adalah pemerintah 
yang dijalankan dengan dasar control of 
government by the governed”. 
Berdasarkan pendapat Gruber diatas, 
semakin jelas bahwa di dalam pemerintah yang 
modern dan demokratis, hampir tidak mungkin 
manajemen pemerintah dapat dijalankan secara 
demokratis tanpa kontrol dari rakyat. Oleh sebab 
itu untuk mewujudkan manajemen kepegawaian 
yang baik terutama dalam sebuah mekanisme 
pengangkatan CPNS pada era otonomi daerah ini 
perlu adanya kerjasama yang baik antara 
pemerintah dengan masyarakatnya. 
Sementara itu, tahap evaluasi akan 
ditinjaklanjuti dengan adanya reporting 
(pelaporan), yang dijelaskan oleh M. Gullick 
dalam Siagian (1979:124) ternyata jelas 
diperlukan dalam manajemen kepegawaian. 
Menurut M. Gullick dalam Siagian (1979:124) : 
“Pelaporan dari bawahan kepada atasan 
dalam melakukan pembinaan dan 
pelaksanaan manajemen kepegawaian 
perlu dilakukan sebaik mungkin, sehingga 
diharapkan bahwa tingkatan dari 
bawahan sampai kepada atasan timbul 
suatu coordinating yang baik pula” 
 
Dalam sistem kepegawaian secara 
nasional, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki 
posisi penting untuk menyelenggarakan 
pemerintahan dan difungsikan sebagai alat 
pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan 
desentralisasi dalam penyelenggara 
pemerintahan maka ada sebagian kewenangan 
dibidang kepegawaian untuk diserahkan kepada 
daerah yang dikelola dalam kepegawaian daerah. 
Berkaitan dengan manajemen 
kepegawaian daerah, Pipin Syafirin (2006:175) 
menyebutkan bahwa : 
“Kepegawaian daerah adalah suatu 
sistem dan prosedur yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang 
sekurang-kurangnya meliputi 
perencanaan, persyaratan, 
pengangkatan, penempatan, pendidikan 
dan pelatihan, penggajian, 
pemberhentian, pensiun, pembinaan, 
kedudukan, kewajiban, hak, 
tanggungjawab, larangan, sanksi dan 
penghargaan merupakan subsistem 
dalam manajemen kepegawaian secara 
nasional” 
 
Berdasarkan pengertian tersebut, penulis 
menyimpulkan bahwa kepegawaian daerah 
merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi 
dalam kepegawaian nasional. Selanjutnya 
berkaitan dengan sistem kepegawaian yang 
diterapkan negara kita, Pipin Syafirin (2006:175) 
menjelaskan bahwa : 
“Sistem manajemen kepegawaian sesuai 
dengan kondisi pemerintah saat ini tidak murni 
menggunakan unified sistem namun sebagai 
konsekuensi kebijakan desentralisasi maka dalam 
hal ini menggunakan gabungan antara unified 
sistem dan separated sistem.”  
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Adapun makna dari penjelasan tersebut 
adalah urusan kepegawaian daerah itu ada 
bagian-bagian kewenangan yang tetap menjadi 
kewenangan pemerintah dan ada bagian-bagian 
kewenangan yang diserahkan kedaerah untuk 
selanjutnya dilaksanakan oleh pembina 
kepegawaian daerah. 
 
PROSEDUR PENGANGKATAN TENAGA HONORER 
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Utara 
memegang peranan yang penting dan strategis 
dalam penerimaan dan pengangkatan tenaga 
honorer, dimana Badan Kepegawaian Pendidikan 
dan Pelatihan merupakan Badan atau Instansi 
Pemerintah Daerah yang mengurusi kelengkapan 
administrasi tenaga honorer utuk diangkat 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 
 Peranan Badan Kepegawaian Pendidikan 
dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Utara 
dalam pelaksanaan rekruitmen CPNS di fokuskan 
pada 5 (lima) aspek yaitu : 
1. Peranan dalam pengangkatan tenaga 
honorer dan pelamar umum menjadi CPNS 
di tinjau dari tingkat kebutuhan Instansi; 
2. Peran dalam dalam melaksanakan 
persyaratan atau mekanisme pengangkatan 
tenaga honorer dan pelamar umum menjadi 
PNS; 
3. Peran Dalam melaksanakan 
Perencanaan,Pengumuman, 
Persyaratan,dan Pelamaran; 
4. Peran dalam menerapkan obyektifitas dan 
transparansi dalam pelaksanaan rekruitmen 
CPNSD; 
5. Peran dalam melaksanakan ketentuan yang 
melarang  pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS sejak berlakunya PP No 43 
Tahun 2007. 
 Ke lima aspek tersebut diatas dianalisis 
atau dievaluasi berdasarkan hasil observasi 
atau survey dan hasil wawancara dengan 
responden, informan dan narasumber.  
 
a. Peranan BKPP Dalam Pelaksanaan 
Pengangkatan Tenaga Honorer 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2007 “tentang pengangkatan 
tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat 
oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat 
laian dalam pemerintahan untuk melaksanakan 
tugas tertentu pada instansi pemerintah atau 
yang penghasilannya menjadi beban APBN atau 
APBD. 
Ketentuan ini dengan jelas mengatur 
bahwa yang dimaksudkan sebagai tenaga 
honorer adalah tenaga yang telah diangkat dan 
ditetapkan sebagai honorer berdasarkan Surat 
Keputusan tertulis dari pejabat pembina 
kepegawaian dalan hal ini pimpinan instansi 
dimana tenaga honorer tersebut 
dipekerjakan/ditugaskan.  Hal ini juga lebih di 
pertegas bahwa tenaga honorer adalah mereka 
yang telah menerimah gaji bulanan dari 
Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang 
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dialokasikan dalam bentuk DAU (APBN) atau 
dimasukkan dalam anggaran pembelanjaan 
daerah dan atau pengeluaran rutin pemerintah 
daerah.   
Menyimak substansi hukum yang 
terkandung dalam Pasal 1 ayat I Pereaturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa tenaga honoer yang 
ada pada sejumlah unit kerja instansi dalam 
lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 
adalah mereka yang telah diangkat dan 
ditetapkan sebagai tenaga honorer berdasarkan 
Surat Keputusan pimpinan instansi atau Bupati 
Aceh Utara serta terdaftar pada BKPP Kabupaten 
Aceh Utara.  Tenaga honorer tersebut memiliki 
legalitas status formal yang menerima gaji setiap 
bulan dari pemerintah/ Pemerintah Kabupaten 
Aceh Utara. 
Upaya mendukung pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan daerah dan pembangunan 
serta pelayanan masyarakat, pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara/BKPP telah merekrut 
sejumlah tenaga honorer atau tenaga kontrak 
dan pelamar umum untuk dipekerjakan pada 
berbagai instansi atau unit kerja yang ada dalam 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 
tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 
2005 dan paling lambat selesai tahun anggaran 
2009 dengan prioritas tenaga tenaga honorer 
yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Bahwa dalam kenyataannya setelah 
dilakukan evaluasi sampai dengan tahun 
anggaran 2009 masih terdapat tenaga honorer 
yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan memenuhi 
syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 
2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 tahun 2007 tetapi belum diangkat 
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. 
Dalam Peraturan Pemerintah ini juga 
mengatur tentang perlakuan bagi tenaga honorer 
yang bekerja pada instansi pemerintah dan 
penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Untuk menghargai masa pengabdian 
tenaga honorer dengan tetap menjamin kualitas 
sumber daya manusia aparatur pemerintah, 
maka pengangkatan tenaga honorer menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil akan dilakukan 
melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi 
setelah dilakukan verifikasi dan validasi bagi 
tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan 
administrasi dan seleksi ujian tertulis sesama 
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tenaga honorer yang dilakukan secara objektif, 
transparan, dan akuntabel. 
Untuk memetakan jumlah tenaga 
honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan 
Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 
2007, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah 
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05 tahun 
2010 tanggal 28 tentang pengangkatan tenaga 
honorer yang bekerja dilingkungan instansi 
pemerintah yang ditujukan kepada Pejabat 
Pembina Kepegawaian Pusar dan Pejabat 
Pembina Kepegawaian Daerah sebagai dasar 
untuk melakukan pendataan tenaga honorer 
yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. 
 
b. Persyaratan Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS)  
Adapun persyaratan pengangkatan 
tenaga honorer menajdi Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2007 dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
Pasal 3 
(1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 
diperioritaskan bagi yang melaksanakan 
tugas sebagai berikut : 
a. Guru; 
b. Tenaga kesehatan pada sarana 
pelayanan kesehatan; 
c. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, 
perikanan, peternakan; 
d. Tenaga teknis lainnya yang sangat 
dibutuhkan pemerintah. 
(2) Pengangkatan  tenaga honorer 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
didasarkan pada : 
a. Usia paling tinggi 46 tahun dan paling 
rendah 19 tahun; 
b. Masa kerja sebagai tenaga honorer 
paling sedikit 1(satu) secara terus 
menerus; 
c. Masa kerja terus menerus sebagai mana 
dimaksud pada ayat 2 (dua) hurup b 
tidak berlaku bagi dokter yang telah 
selesai menjalani masa bakti sebagai 
pegawai tidak tetap (PTT) 
 
 Ketentuan pasal 3 ayat (1) di atas 
menegaskan bahwa dalam pengangkatan CPNS, 
maka yang menjadi prioritas utama yang 
diangkat adalah mereka yang berprofesi sebagai 
guru kontrak, tenaga medis kontrak baik 
perawat/bidan maupun dokter, tenaga penyuluh 
pertanian, perikanan, peternakan, serta tenaga 
teknis lainnya yang dibutuhkan. 
Persyaratan lain bagi pengangkatan 
seorang tenaga honorer menjadi CPNS adalah 
wajib mengikuti seleksi administrasi, 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang diubah 
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2007 terutama pasal 4 yang berbunyi sebagai 
berikut : 
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1. Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana 
di maksud dalam pasal 3, dilakukan melalui 
pemeriksaan kelengkapan administrasi. 
2. Pengangkatan tenaga honorer yang 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diutamakan bagi tenaga 
honorer yang mempunyai masa kerja lebih 
lama atau yang usianya menjelang 46 (empat 
pulu enam) tahun. 
 
Dalam pasal 4 mengatur bahwa 
pengangkatan tenaga honorer harus mengikuti 
seleksi administrasi, seperti uji integritas, 
kesehatan dan kompotensi ini berarti bahwa 
semua tenaga honorer patut mengikuti petunjuk 
panitia pelaksana rekruitmen CPNS. 
Sementara untuk pelamar umum 
Pengumuman, Persyaratan, dan pelamaran 
sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 98 Tahun 2000 Pasal 5 ayat : 
1. Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil 
diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian; 
2. Pengumuman dilakukan Paling lambat 15 
(lima belas) hari sebelum tanggal lamaran; 
3. Dalam pengumuman sebagaiman dimaksud 
dalam ayat (1) dicantumkan : 
a. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong; 
b. Syarat yang harus semua dipenuhi oleh 
setiap pelamar; 
c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; 
dan 
d. Batas waktu pengajuan lamaran. 
  
 Sementara untuk pelamar umum syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar 
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 
2000  pasal 6 adalah sebagai berikut : 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Berusia serendah-rendahnya 18 Tahun dan 
setinggi-tingginya 35 Tahun; 
c. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan 
keputusan pengadilan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 
d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat 
atau dengan tidak hormat sebagai PNS atau 
pegawai swasta; 
e. Tidak berkedudukan sebagai calon/ pegawai 
negeri; 
f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian 
dan keterampilan yang diperlukan; 
g. Berkelakuan baik: 
h. Sehat jasmani dan rohani: 
i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah 
Negara Republik Indonesia dan Negara lain 
yang ditentukan oleh pemerintah;  
j. Syarat lain yang ditentukan dalam 
persyaratan jabatan. 
 
Hasil wawancara dengan Kepala BKPP 
Kabupaten Aceh Utara mengungkapkan bahwa 
pelaksanaan seleksi administrasi pada proses 
penerimaan CPNS  sudah di atur dan ditentukan 
prosedurnya bahkan telah diumumkan di 
berbagai tempat termasuk melalui media 
elektronik dan cetak. Sebagaimana dalam 
Pemerintah Pemerintah Nomor No. 98 Tahun 
2000 pada pasal 8 Pejabat Pembina Kepegawaian 
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menetapkan dan mengumumkan pelamar yang 
dinyatkan lulus ujian penjaringan.  Namun 
demikian diakui masih ada beberapa peserta 
yang kurang memahami dengan jelas prosedur 
yang berlaku. 
c. Peranan BKPP Dalam Pelaksanaan 
Rekruitmen Secara Obyektif dan 
Transparan. 
Persyaratan lain bagi pengangkatan, 
pengadaan seorang tenaga honorer dan pelamar 
menjadi CPNS adalah harus dilakukan secara 
obyektif dan transparan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, terutama 
pada pasal 7 yang bunyinya  pengangkatan 
tenaga honorer dilakukan secara obyektif dan 
transparan.  Peraturan Pemerintah Nomor 98 
Tahun 2000 terutama pada pasal 5 ayat 1 
lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil 
diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 
 Hasil wawancara dengan Kepala BKPP 
Kabupaten Aceh Utara mengungkapkan bahwa 
pada proses penerimaan CPNS pihaknya sudah 
berusaha semaksimal mungkin dan bersikap 
obyekti dan trasparan, meskipun demikian tetap 
diakui adanya keluhan-keluhan dari pihak peserta 
maupun dari pihak pelaksana atas tekanan atau 
intervesi dari pihak-pihak tertentu yang yang 
hendak memaksakan keinginannya agar keluarga 
mereka yang di dahulukan sama juga bagi 
pelamar umum agar anak atau kelurganya yang 
diluluskan. 
Tanggapan sejumlah tenaga honorer 
mengungkapkan bahwa sangat sulit 
mengharapkan proses penerimaan CPNS yang 
obyektif dan transparan karena masih adanya 
intervensi ataupun tekanan-tekanan tertentu 
terhadap pihak penyelenggara atau panitia 
pelaksana.  Kesemuanya itu sudah menjadi 
rahasia umum ataupun menjadi pemandangan 
umum dalam setiap kegiatan penyelenggaraan 
retruitmen CPNS.  
d. Peran BKPP Dalam Melaksanakan Ketentuan 
Yang Melarang  Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi CPNS Sejak Berlakunya 
Peraturan Pemerintah Nomor  43 Tahun 
2007. 
 Seiring penetapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan 
Tenaga Honorer Menjadi CPNS sebagai pedoman 
pelaksanaan retruitmen CPNS yang 
diselenggarakan pemerintah khususnya 
pemerintah daerah kabupaten dan kota di 
Indonesia, maka dalam pedoman pelaksanaan 
tersebut juga diatur beberapa larangan yang 
tidak boleh dilakukan oleh setiap pemerintah 
daerah beserta jajarannya didaerah.  Larangan 
yang dimaksud tertuang dalam pasal 8 yang 
berbunyi sejak ditetapkan peraturan pemerintah 
ini, semua pejabat pembina kepagawaian dan 
pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang 
tenaga honorer atau sejenis, kecuali ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 
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e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi BKPP 
Dalam Pelaksanaan Rekruitmen CPNSD di 
Kabupaten Aceh Utara 
 Sebagaimana diketahui bahwa 
pemerintah telah menetapkan berbagai 
kebijaksanaan peraturan perundang-undangan 
yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi 
pemerintah daerah dalam melaksanakan 
rekruitmen CPNS.  Salah satu peraturan 
perundang-undangan yang tergolong relative 
baru adalah Peraturan pemerintah  Nomor 48 
Tahun 2005 yang diubah menjadi Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.  
Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari 
Peraturan Pemerintah Nomor  97 tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil,  Kemudian 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 
tentang Pengadaan/Pengangkatan Tenaga 
Honorer  menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 
Analisis tantangan pelaksanaan 
rekruitmen CPNS yang dihadapi oleh pihak 
penyelenggara / panitia pelaksana dan pengawas 
dari BKPP Kabupaten Aceh Utara difokuskan pada 
4 (empat) aspek yaitu : 
1. Motivasi  
Hasil wawancara dengan sejumlah panitia 
penyelenggara atau pelaksana serta 
pengawas rekruitmen CPNS di Kabupaten 
Aceh Utara mengungkapkan bahwa pada 
dasarnya pihaknya sudah berusaha 
melaksanakan seluruh ketentuan yang 
termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2007 itu sesuai dengan 
kemampuan pemahaman dan senantiasa 
untuk melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab itu secara jujur, adil dan 
seoptimal mungkin sesuai mekanisme yang 
berlaku dan disepakati bersama.  Lebih lanjut 
dijelaskan, walaupun pihaknya sudah 
berusaha mengikuti semua petunjuk yang 
ada namun tidak bisa dipungkiri adanya 
keluhan beberapa pelamar tertentu karena 
menilai formasi sering di ubah-ubah, dan 
semua itu disebabkan oleh adanya 
perubahan kebijakan dari pengambil 
kebijakan  tertinggi mengenai persyaratan 
ataupun kriteria yang ditentukan dan harus 
dilaksanakan kemudian. 
Pendapat panitia diatas sejalan 
dengan tanggapan beberapa tenaga honorer 
yang menyatakan penilainnya bahwa pada 
dasarnya pihak panitia sudah berusaha 
semaksimal mungkin  melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya dengan baik dan 
professional, namunpun demikian diakui 
masih adanya beberapa kelemahan yang 
perlu dibenahi dalam pelaksanaan dan 
tanggung jawabnya itu. 
Hasil penelusuran terhadap sejumlah 
instansi dalam lingkup Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara ditemukan adanya 
beberapa permasalahan dalam hal 
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pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer.  
Beberapa tenaga honorer yang belum 
terangkat menjadi CPNS sampai dengan akhir 
tahun 2010 karena hanya memiliki surat 
keputusan sepihak atau didasarkar pada 
surat keputusan Kepala Kantor/Instansi.     
Hasil observasi ke  beberapa unit 
kerja instansi dalam lingkup Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara diperoleh gambaran 
bahwa banyak tenaga honorer yang telah 
diangkat namun tidak jelas tugas dan fungsi.  
Meraka (tenaga honorer) itu hanya datang 
mengisi absen, menyapu, bercanda atau 
hanya mondar mandir kiri kanan kemudian 
pulang.  Perilaku mereka juga jelas terlihat 
pada pola kebiasaan berkumpul tanpa 
aktivitas pada saat jam kerja berlangsung.  
Hal itu juga mengindikasikan bahwa sejumlah 
tenaga honorer yang direkrut pada sejumlah 
unit kerja instansi yang kurang 
mempertimbangkan tingkat kebutuhan 
tenaga atas suatu pekerjaan yang ada.  Dan 
bisa jadi mereka itu diangkat  hanya karena 
adanya hubungan emesional dengan pejabat 
dan atau karena nepotisme tetapi itu sudah 
menjadi pemandangan rahasia umum. 
 
2. Peran Kelembagaan 
Hasil wawancara dengan  informan dari 
pertanyaan yang ditanyakan tentang apakah 
kinerja Pemerintah Daerah / Instansi terkait 
khususnya BKPP Kabupaten Aceh Utara 
memainkan perannya secara baik dan benar 
selama dalam pelaksanaan rekruitmen atau 
penerimaan CPNS pada Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara.  Dari pertanyaan yang 
diajukan tersebut, mereka menjawab peran 
dan kinerjannya baik dan benar dan  ada juga 
yang menjawab kinerja dan perannya buruk.   
 
3. Tekanan / Interpensi 
Hasil wawacara dengan Kepala BKPP 
Kabupaten Aceh Utara  terungkap bahwa 
pada dasarnya panitia pelaksana sudah 
terlihat cukup memahami tugas dan 
tanggung jawabnya dengan baik dan benar 
serta berusaha tetap konsisten dan 
mempertahankan komitmennya terbukti dari 
sejumlah permasalahan yang timbul hamper 
dapat diselesaikan semuanya dengan baik.  
Lebih lanjut dijelaskan, walaupun demikian 
semua pihak juga harus menyadari bahwa 
pelaksana itu adalah manusia biasa yang tak 
luput dari kesalahan, kealpaan serta kelalaian 
sekalipun bahkan sulit terlepas dari berbagai 
pengaruh dan tekanan bahkan mungkin 
intervensi dari pihak-pihak yang tidak 
memiliki kewenangan untuk yang 
mempengaruhi proses pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya itu. 
 
4. Pengawasan 
 Hasil wawacara dengan sejumlah panitia 
pelaksana pada dasarnya pihaknya sudah 
berusaha melaksanakan seluruh ketentuan yang 
termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 
Tahun 2000 itu sesuai dengan arahan dan 
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kebijakan dari pimpinan BKPP dan Pemerintah 
Daerah agar senatiasa untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab itu secara jujur, adil dan 
optimal serta bebas dari tekanan atau interversi 
dari siapapun. 
 Pendapat itu tidak sejalan dengan 
tanggapan sejumlah tenaga honorer yang mana 
mereka berpendapat bahwa peran panitia dalam 
hal- hal pengawasan belum seoptimal mungkin 
buktinya masih banyak tenaga honorer yang 
belum terangkat akibat masih adanya 
pengangkatan tenaga honorer yang cuma 
memiliki Surat Keputusan sepihak yaitu 
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